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Perkawinan di bawah umur masih menjadi masalah serius di Kalimantan
Selatan karena dipengaruhi oleh faktor hukum, sosial, budaya, dan agama. Meski
batas usia minimal menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019, praktik ini tetap marak dan melanggar hak anak. Lemahnya efektivitas
hukum menunjukkan kuatnya pengaruh budaya lokal dan relasi-relasi sosial
dalam masyarakat yang kurang mendukung kebijakan dimaksud.

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran budaya dan relasi-relasi sosial
dalam mendorong atau mencegah perkawinan dibawah umur serta merumuskan
strategi pencegahannya, dengan menggunakan metode hukum empiris melalui
pendekatan sosio-legal yang memadukan kajian hukum dan data empiris dari
lapangan yang mencakup wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Budaya hukum dan relasi sosial
masyarakat Kalimantan Selatan menjadi faktor utama yang melanggengkan
praktik perkawinan dibawah umur, meskipun angka dispensasi kawin secara
statistik menurun. Rendahnya kesadaran hukum terlihat dari tingginya jumlah
dispensasi yang dikabulkan dan maraknya kasus penetapan asal-usul anak akibat
nikah siri. Masyarakat cenderung lebih mengandalkan nilai lokal, adat, dan agama
yang membenarkan perkawinan dibawah umursebagai solusi atas masalah moral,
ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, pola asuh yang permisif, pengaruh tokoh
masyarakat, dan tekanan sosial turut mempercepat praktik ini, meskipun anak
belum cukup umur secara hukum maupun psikologis. Untuk itu, rekonstruksi
budaya hukum dilakukan melalui pendidikan hukum, reinterpretasi nilai-nilai
lokal secara kontekstual, penegakan hukum yang konsisten, dan harmonisasi
hukum agama dan negara. Di sisi lain, rekonstruksi relasi sosial melalui
penguatan komunitas, advokasi lintas sektor, serta pemanfaatan media sosial guna
membangun opini publik yang berpihak pada perlindungan anak.

Kesimpulannya, pencegahan perkawinan dibawah umur tidak bisa hanya
mengandalkan aturan hukum, tetapi juga harus memperhatikan struktur sosial dan
budaya yang hidup di masyarakat. Pendekatan sosio-legal penting agar strategi
pencegahan lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
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Child marriage remains a serious problem in South Kalimantan due to legal,
social, cultural, and religious factors. Although the minimum age for marriage has
been regulated under Law Number 16 of 2019, the practice persists and violates
children's rights. The weak effectiveness of the law reflects the strong influence of
local culture and social relations that do not fully support the policy.

This research aims to analyze the role of legal culture and social relations in
either promoting or preventing child marriage, and to formulate appropriate
prevention strategies. It employs an empirical legal method with a socio-legal
approach, combining normative legal analysis with empirical data obtained
through in-depth interviews, documentation, and field observations.

The legal culture and social relations of South Kalimantan society remain
key factors in perpetuating the practice of child marriage, despite a statistical
decline in marriage dispensation cases. Low legal awareness is evident from the
high approval rate of dispensations and the increase in cases determining child
origin due to unregistered (siri) marriages. Communities tend to rely more on
local values, customs, and religious beliefs that justify underage marriage as a
solution to moral, economic, and educational problems. Furthermore, permissive
parenting, the influence of community and religious leaders, and social pressure
contribute to the acceleration of early marriages, even when children are not
legally or psychologically ready. In response, the reconstruction of legal culture is
pursued through legal education, contextual reinterpretation of local and religious
values, consistent law enforcement, and harmonization of religious and state law.
On the other hand, the reconstruction of social relations involves strengthening
community roles, cross-sectoral advocacy, and the use of social media to shape
public opinion in favor of child protection

In conclusion, preventing child marriage cannot rely solely on legal
regulations but must also consider the prevailing social and cultural structures. A
socio-legal approach is essential to ensure that prevention strategies are aligned
with the actual conditions in society



